
 
 

BUPATI BALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 81 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG MAHA  ESA 

 

BUPATI BALANGAN, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4265); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

SALINAN 
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Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2006  

tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang  

Hibah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6173); 

 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  

tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  

tentang  Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 

tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6385); 

 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
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17. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun  2021  tentang  
Rencana  Kerja Pemerintah  Tahun  2022  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2021 Nomor 
211); 
 

18. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 

2020  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2021 Nomor 2); 

 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 
2022 Nomor 4); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  
 

:   PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1.   Daerah adalah Kabupaten Balangan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

Balangan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat  DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 
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6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 

 
BAB II 

PENJABARAN PERUBAHAN APBD 

 
Pasal 2 

 
APBD terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan Daerah. 

 

Pasal  3 
 

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.232.640.667.626,00 (satu 
triliun dua ratus tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh juta enam 
ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) 

bertambah sebesar Rp625.806.086.332,00 (enam ratus dua puluh lima 
milyar delapan ratus enam juta delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga 
puluh dua rupiah) sehingga  menjadi  Rp1.858.446.753.958,00 (satu triliun 

delapan ratus lima puluh delapan milyar empat ratus empat puluh enam 
juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan 

rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp1.098.008.355.581,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp678.538.911.728,00 +

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.776.547.267.309,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp1.232.640.667.626,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp625.806.086.332,00 +

Jumlah belanja daerah setelah perubahan  Rp1.858.446.753.958,00

3.  Pembiayaan daerah

a.  Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp144.632.312.045,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp12.732.825.396,00)       +

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp131.899.486.649,00

b.  Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp10.000.000.000,00

2)  Bertambah/(berkurang) Rp40.000.000.000,00 +

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp50.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp81.899.486.649,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan -                                    

 
Pasal 4 

 
(1) Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Lampiran I    : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang  
Diklasifikasi  Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

b. Lampiran II   : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

c. Lampiran III  :     1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan 

Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang 
Diterima serta SKPD Pemberi Hibah; 

       2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan   

Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang/Jasa 
yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah. 

d. Lampiran IV  :     1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan 
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang 
yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan 

Sosial; 

       2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan 

Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang 
yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan 
Sosial. 
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e. Lampiran V    :     1) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan   
Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat 

Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi 
Bantuan Keuangan; 

       2) Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan 

Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat 
Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi 
Bantuan Keuangan. 

f. Lampiran VI    :     1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pemerintah Kabupaten; 

       2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 
Pemerintah Kota; 

       3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 

Pemerintah Desa. 

g. Lampiran VII  : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi 
dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-

Minyak dan    Gas Bumi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah,  Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,  Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

i. Lampiran IX    : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 
Urusan  Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan,  Sub  Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek  Pendapatan,  Belanja  
dan Pembiayaan; 

j.  Lampiran X     : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam  
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD  dengan  Program  Prioritas 

Perbatasan Negara. 

 

BAB III 

DPA SKPD 
 

Pasal 5 

 
Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tertuang dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Bupati Balangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Balangan. 

 

Ditetapkan di Paringin 
Pada tanggal 14 September 2022 

 

      BUPATI BALANGAN, 
 

 

                   ttd 
 

 
H. ABDUL HADI 
 

 
Diundangkan di Paringin 

Pada tanggal 14 September 2022 
 
SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN  BALANGAN, 
 
 

        ttd 
        

 
H. SUTIKNO 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 81 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 

KABUPATEN BALANGAN 
 
 

 
 

 
MUHAMMAD ROJI, SH 

NIP. 19830710 201001 1 020 


